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ABSTRAK 
 

Analisis Implementasi Kebijakan Aplikasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online 

Rakyat (SPAN-LAPOR) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota 

Bengkulu 

Oleh: Akbar Nurfiqih 

2263201041 

 

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

pengaduan masyarakat, pemerintah mengembangkan Sistem Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (SP4N-LAPOR). Namun, implementasi SP4N-LAPOR di Kota Bengkulu 

masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya sosialisasi kepada 

masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia pengelola, dan perbedaan 

kecepatan respons Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti 

laporan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 

aplikasi SP4N-LAPOR dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota 

Bengkulu menggunakan teori implementasi kebijakan (Subarsono, 2015) yang 

meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis 

menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi SP4N-LAPOR di Kota Bengkulu telah berjalan cukup baik. 

Aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah terlaksana sesuai 

mekanisme yang ditetapkan, sedangkan pada aspek sumber daya masih terdapat 

keterbatasan jumlah pengelola. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat belum 

optimal dan respons OPD terhadap laporan masih belum merata. Oleh karena itu, 

implementasi SP4N-LAPOR perlu ditingkatkan melalui penguatan sosialisasi, 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi dan 

responsivitas OPD agar kualitas pelayanan publik di Kota Bengkulu semakin 

efektif. 

 

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, SP4N-LAPOR, Pelayanan Publik, 

Subarsono, Kota Bengkulu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Pelayanan publik merupakan wujud tanggung jawab negara dalam 

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga kualitas layanan menjadi 

indikator penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Di berbagai daerah, 

termasuk Kota Bengkulu, tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, 

responsif, dan transparan semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi 

digital. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan inovasi 

pelayanan agar mampu menjawab kebutuhan publik secara efektif. Kualitas 

pelayanan publik masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk responsivitas 

aparatur dan kecepatan penanganan keluhan masyarakat (Karisma et al., 2023) Oleh 

karena itu, pengembangan sistem pengaduan berbasis teknologi dipandang sebagai 

solusi strategis yang relevan dalam meningkatkan mutu pelayanan secara 

berkelanjutan. 

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 

secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Undang-undang ini menekankan pentingnya standar pelayanan, 

kepastian hukum, serta mekanisme pengaduan masyarakat sebagai sarana kontrol 

terhadap penyelenggara pelayanan. Pengaduan masyarakat dipandang sebagai 

bentuk partisipasi publik dalam mengawasi kinerja pemerintah. Melalui sistem 

pengaduan yang efektif, pemerintah dapat memperoleh masukan langsung dari 

masyarakat terkait kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, 

pengelolaan pengaduan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

Pemerintah Indonesia merespons perkembangan tersebut dengan 

menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE 

yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan  
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akuntabel. SPBE menjadi kerangka nasional dalam pemanfaatan teknologi 

informasi lingkungan pemerintahan, termasuk dalam pelayanan publik. 

Implementasi SPBE diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan serta 

memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah. Dengan demikian, SPBE menjadi 

fondasi utama transformasi digital birokrasi. 

Kota Bengkulu sebagai salah satu daerah yang terus mendorong reformasi 

birokrasi berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan 

teknologi informasi. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa masih terdapat 

persoalan pada aspek responsivitas, aksesibilitas, serta kejelasan prosedur 

pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat (Novliza Eka Patrisia, 2021). Meskipun 

pemerintah daerah telah berkomitmen meningkatkan tata kelola pelayanan, temuan 

empiris menunjukkan bahwa implementasi pelayanan seringkali belum sejalan 

dengan standar pelayanan yang ditetapkan. 

Pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik semakin menguat setelah 

pemerintah pusat menerapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) yang menekankan integrasi layanan berbasis teknologi. SPBE menjadi 

landasan utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, 

dan transparan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam setiap proses 

penyelenggaraan pelayanan. Pada level daerah, termasuk Kota Bengkulu, 

implementasi SPBE diharapkan dapat mempercepat transformasi birokrasi menuju 

penyelenggaraan layanan publik yang modern dan berorientasi pada kebutuhan 

masyarakat. 

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik. Peraturan ini mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah 

menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, transparan, dan 

terkoordinasi. Pengelolaan pengaduan tidak hanya berfungsi sebagai sarana 

penyampaian keluhan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan 

publik. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah diharapkan mampu menciptakan 

sistem pengaduan yang efektif dan berkelanjutan. 
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Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pemerintah mengembangkan 

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan 

Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR). SP4N-LAPOR dirancang sebagai 

platform nasional yang mengintegrasikan seluruh kanal pengaduan masyarakat ke 

dalam satu sistem terpadu. Aplikasi ini menerapkan prinsip no wrong door policy, 

yang menjamin setiap laporan masyarakat tetap diterima dan diteruskan kepada 

instansi yang berwenang. Kehadiran SP4N-LAPOR diharapkan mampu 

meningkatkan transparansi dan responsivitas pelayanan publik 

Implementasi SP4N-LAPOR menunjukkan perkembangan yang cukup 

signifikan. Ribuan laporan masyarakat telah masuk dan ditindaklanjuti oleh instansi 

pemerintah pusat maupun daerah. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan 

implementasi SP4N-LAPOR tidak merata di setiap daerah. Perbedaan kapasitas 

sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta komitmen pemerintah daerah 

memengaruhi efektivitas pengelolaan pengaduan. Hal ini menunjukkan bahwa 

implementasi SP4N-LAPOR masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat 

daerah. (Premaiswari et al., 2024) 

Kota Bengkulu merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah 

menerapkan SP4N-LAPOR sejak tahun 2017 melalui pengelolaan oleh Dinas 

Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kota Bengkulu. 

Penerapan aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat menyampaikan 

pengaduan terhadap layanan publik tanpa harus datang langsung ke kantor 

pemerintah. SP4N-LAPOR di Kota Bengkulu juga dimaksudkan sebagai sarana 

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai alat 

evaluasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperbaiki kinerjanya 

(Hardika, 2022) 

Implementasi aplikasi SP4N-LAPOR di Kota Bengkulu belum berjalan 

secara optimal. Terdapat beberapa kendala utama yang menghambat efektivitas 

aplikasi ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Minimnya sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai keberadaan dan cara penggunaan aplikasi SP4N-

LAPOR menyebabkan tingkat partisipasi publik masih rendah. Banyak masyarakat 
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yang tidak mengetahui kanal pengaduan resmi tersebut, sehingga lebih memilih 

menyampaikan keluhan melalui media sosial atau langsung kepada pejabat 

pemerintah setempat (Hardika, 2022) 

Keterbatasan infrastruktur jaringan dan sistem aplikasi juga menjadi 

hambatan serius. Aplikasi SP4N-LAPOR sering mengalami gangguan (error atau 

maintenance) terutama pada jam kerja tertentu, yang menyebabkan proses input 

dan verifikasi laporan terhambat. Hal ini menimbulkan persepsi negatif masyarakat 

terhadap efektivitas aplikasi digital pemerintah. “Sistem pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik melalui aplikasi SP4N-LAPOR belum berjalan efektif karena 

masih dibutuhkan adaptasi teknologi, penyusunan kategori laporan yang jelas, serta 

peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. (Yahya, 2022) 

Efektivitas SP4N-LAPOR dalam mendorong keterbukaan informasi 

publik masih menghadapi tantangan, terutama karena kurangnya koordinasi antar 

lembaga pemerintah dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan 

aplikasi tersebut. “Dalam implementasinya masih terdapat kekurangan, seperti 

kurangnya koordinasi antar lembaga dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat 

sehingga muncul rendahnya kesadaran publik terhadap informasi pelayanan publik 

(Bilqis et al, 2023) 

Tabel 1. 1 

Data Klasifikasi Jenis Laporan Aplikasi SP4N-LAPOR Kota Bengkulu 

Sumber: Diskominfosan Kota Bengkulu, 2026 

Tahun Laporan 

Masuk 

 
Klasifikasi Laporan 

 

 Pengaduan Permintaan 

Informasi 
Aspirasi 

2022 27 14 9 4 

2023 36 23 11 2 

2024 22 20 2 - 

2025 23 17 5 1 

Jumlah 108 74 27 7 
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Data ini menunjukkan bahwa implementasi SP4N-LAPOR di Kota 

Bengkulu belum berhasil sepenuhnya mencapai tujuannya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. Masih terjadi kesenjangan antara tujuan kebijakan dan 

realitas di lapangan. Padahal, efektivitas SP4N-LAPOR sangat bergantung pada 

komitmen pemerintah daerah, koordinasi antarinstansi, serta kemampuan teknologi 

dan partisipasi masyarakat. “Implementasi SP4N-LAPOR belum optimal akibat 

lemahnya koordinasi dan kapasitas teknis, serta rendahnya keterlibatan masyarakat 

dalam pelaporan. (Premaiswari et al., 2024) 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan 

SP4N-LAPOR sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan 

dengan realitas implementasinya di tingkat daerah. Secara normatif, SP4N-LAPOR 

dirancang sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun secara 

empiris, implementasinya di Kota Bengkulu masih menghadapi berbagai hambatan 

struktural dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan 

permasalahan implementasi kebijakan tersebut secara komprehensif. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi aplikasi 

SP4N-LAPOR dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bengkulu. 

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat 

implementasi, serta menilai kontribusinya terhadap kualitas pelayanan publik. Hasil 

penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi 

pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan pengaduan masyarakat. 

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi teoritis dan praktis dalam 

pengembangan pelayanan publik berbasis digital 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana implementasi aplikasi SP4N-LAPOR dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di Kota Bengkulu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan implementasi aplikasi 

SP4N-LAPOR dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota 

Bengkulu. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

implementasi aplikasi SP4N-LAPOR dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di Kota Bengkulu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang 

administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik 

berbasis elektronik dalam konteks pelayanan publik. Hasil penelitian ini 

juga dapat memperkaya literatur tentang efektivitas SPBE dan e-government 

di tingkat pemerintah daerah, serta menjadi rujukan bagi penelitian sejenis 

di masa mendatang. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota 

Bengkulu, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, 

untuk mengoptimalkan implementasi aplikasi SP4N-LAPOR melalui 

peningkatan kapasitas aparatur, koordinasi antar-OPD, dan sosialisasi 

kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendorong 

partisipasi masyarakat dalam penggunaan kanal pengaduan resmi. 


